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Menimbang

Mengingat

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 4z TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa
Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




Daerah/gabungan Perangkat Daerah dan sampai
pada tingkat musyawarah rencana pembangunan
kabupaten yang menghasilkan rancangan RKPD
Tahun 2026; dan
b. rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada
huruf a, disinergikan dengan pokok-pokok pikiran
DPRD.
(2) Naskah RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BABIII RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH;
d. BABIV SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH,;
f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH; dan
g. BAB VII PENUTUP.
(3) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Peimanesal 4 Gapheon 202
) ._AA.'_‘._..:_\‘I RN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal /l ¢ ;{7 baembggrr 2o 26

ARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,




PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAN / TAAKRHGllFEQT REALISASI Pléiﬁlzﬁﬁl\l CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN/ KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Persentase Program RKPD 93 % 215.530.000,00 Memperkua | Peningkata 312.848.000,00 | BADAN PERENCANAAN,
Bidang Infrastruktur dan yang diakomodir dalam treformasi | n Kualitas PENELITIAN DAN
Kewilayahan Renja Bidang Infrastruktur politik, Sumber PENGEMBANGAN DAERAH
dan Kewilayahan hukum dan | Daya
birokrasi, Manusia
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPIJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen 3 Dokumen 122.408.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | Peningkata 122.408.000,00 | BADAN PERENCANAAN,
Perencanaan Pembangunan Semua UMUM (DAU) treformasi | n Kualitas PENELITIAN DAN
Daerah Bidang Infrastruktur Kecamatan, politik, Sumber PENGEMBANGAN DAERAH
yang Dikoordinir Semua Kel/Desa hukum dan | Daya
Penyusunannya (RPJPD. birokrasi, Manusia
RPJMD dan RKPD) serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil 3 Laporan 93.122.000,00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI | Memperkua | - 190.440.000,00 | BADAN PERENCANAAN,
Pelaksanaan Monitoring dan Semua UMUM (DAU) t reformasi PENELITIAN DAN
Evaluasi Penyusunan Kecamatan, politik, PENGEMBANGAN DAERAH
Dokumen Perencanaan Semua Kel/Desa hukum dan
Pembangunan Perangkat birokrasi,
Daerah Bidang Infrastruktur serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan
5.05 PENELITIAN DAN 235.056.000,00 743.735.394,00
PENGEMBANGAN
1. 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN 235.056.000,00 743.735.394,00
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

5.05.02.2.01

Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan

Persentase Pemanfaatan
Hasil Kelitbangan Bidang
Pemerintahan

100 %

77.852.000,00

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

156.058.994,00

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

5.05.02.2.01.0012

Pengelolaan Data Kelitbangan

dan Peraturan

Jumlah Data Kelitbangan dan

Peraturan yang Terkelola
dengan Baik

1 Laporan

77.852.000,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

156.058.994,00

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

5.05.02.2.02

Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Sosial dan Kependudukan

Persentase Pemanfaatan
Hasil Kelitbangan Bidang
Sosial dan Kependudukan

100 %

78.850.000,00

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

293.468.270,00

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

5.05.02.2.02.0005

Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Dokumen Hasil
Penelitian dan
Pengembangan Pariwisata

1 Dokumen

78.850.000,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

293.468.270,00

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

5.05.02.2.04

Pengembangan Inovasi dan
Teknologi

Persentase Perangkat
Daerah yang difasilitasi
dalam Penerapan Inovasi
Daerah

100 %

78.354.000,00

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

294.208.130,00

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

5.05.02.2.04.0003

Diseminasi Jenis, Prosedur da

n Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daer

ah yang Bersifat Inovatif

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Diseminasi
Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang
Bersifat Inovatif

1 Laporan

78.354.000,00

Kab. Natuna,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA ALOKASI
UMUM (DAU)

Memperkua
t reformasi
politik,
hukum dan
birokrasi,
serta memp
erkuat penc
egahan dan
pemberant
asan
korupsi,
narkoba,
judi, dan pe
nyeludupan

Peningkata
n Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

294.208.130,00

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

141.082.776.644,00

198.858.595.500,00

UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

141.075.571.644,00

198.807.095.500,00

5.02

KEUANGAN

141.075.571.644,00

198.807.095.500,00

5.02.01

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

11.553.110.243,00

18.457.700.000,00

5.02.01.2.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

46.374.200,00

139.700.000,00

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
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